
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 4' TAHUN

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Nomor 04 Tahun 2o2o tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2olg,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Al9;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor lOg2l;

3. undang-undang Nomor 1,7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2aa4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zao+
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe;

6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 1-26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Aa9J;

8. Undang-Undang ...
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B. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denganj Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 200s tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ao6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor rg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46g31;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zal6
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 20L9 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zolg
Nomor L87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6ao2l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2afi Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2oLT tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2a18 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan....
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LB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2OL1 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIl Nomor 310);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2ols tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2ol7 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angg arar.
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor a50);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 0S Tahun 2Arc
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 0S,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2alg
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2al9 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2aw
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
01);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2afi
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2aw (Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2ol9 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENJABARAN
ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2org terdiri atas :

a. Pendapatan

TENTANG
PELAKSANAAN

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3 Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Jumlah Pendapatan
b. Beianja

1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai

b) Belanja Hibah

Rp 117.683.657.832,91
Rp 977.630.358.355,00
Rp 328.761.238.306,00

Rp 1 .424 .A7 5.254.493,9

Rp 621.967.858"947,00
Rp 61.463.100.000,00

c. Belanja....
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c) Belanja Bantuan Sosial

d) Belanja Bagi Hasil kePada
Provinsi/Kab dan
Pemerintah Desa

e) Belanja Bantuan
Keuangan kePada
Provinsi/ KabuPaten I Kota

q Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak
Langsung

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan Jasa

c) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Jumlah PembiaYaan Neto
Sisa lebih PembiaYaan
anggaran tahun berkenaan

0,00
5.346.089.304,00

279.704.588.335,00

121.658.646,A0
968.603.295.232,A4

50.063.567.769,4O
315.374.578.938,15
196 .427 .858.4+3 ,54
561.866.005. 150,69

L .424 .A7 5 .254 .493 ,9 |
106.394.045.888,78)

346 .969 .548 .7 87 ,42
894.965.042,44

346.O7 4 .583.7 45,42
239.680.537.856,64

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
(Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasit 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak ierpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

anggaran sebagaimana dimaksud dalam
ke ?alam penjabaran laporan realisasi

Ringkasan laPoran realisasi
Pasa1 1 dirinci lebih lanjut
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 5

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda-I1gan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karo.



Kabanjahe
7t ,lcptc*h lo)a

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 SEtu"rle?L )oto

SEKRETARIS

KAMPE

BERITA

BUPA?EN KARO,
I

LIN PURBA

DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ?A2ONOMOR 4I


